Menimbang

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR % TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUJHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

: @a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayar (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Walikota wajb mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022
kepada Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah  untuk
memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Angguaran

Pendapatan dan Belanja Daerah vang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam hurul a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 vang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan
Peérwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Oktober
2021;



Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Daerah  tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Isumewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keusngan Daermh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020

tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor
109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

L
2.
3.

Daerah adalah Kota Surakarta.

Walikota adalah Walikota Surakarta.

Pemerintah Daeral adalah Walikota sebagni unsur
penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  Pemerintah  yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Surakarta.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui scbagai penambah nilsi kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang dinkui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap pencrimaan yang perlu
dibayar kembali darn/atau pengeluaran yang akan
diterima  kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada mhun-tabun  anggaran
berikutnya.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah,



10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dan
kas Daerah,

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
dan Pembiayaan Daerah.

(2) APBD  Tahun Anggaran 2022 berjumlah
Rp2.239.295.961.790,00 [dua triliun dua ratus tiga
pulul sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima
juta sembilan ratus enam puluh satu ribu wjuh ratus
sembilan pulubh  rupiah) terdiri atas Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daecrah Rp 2.135.619.961.790,00
b. Belanja Dacrah Rp  2.239.295.961.790,00
Defisit Rp  (103.676.000.000,00)

c. Pembiayaan Dacrah
1. Pencrimaan Rp 110.676.000.000,00
2, Pengeluaran Rp 7.000.000.000,00
Pembiaynan Netio Rp 103.676.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp2.135.619.961.790,00 (dua triliun seratus tiga puluh
lima miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus
enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah),
yang bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;

b, pendapatan transfer; dan

¢.  lain-lain pendapatan Dacrah yang sah.

Pasal 4
(1) Pendapatan asli Daerah scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huwruf a direncanakan sebesar
Rp736.097.873.544,00 (tujuh ratus tiga puluh enam




(2)

(3)

(4

(S)

(1

miliar sembilan puluh mjuh juta delapan ratus tujuh

puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat

rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak Dacrah;

b. retribusi Daerah;

c. hasil pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang
dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli Dacrah vang sah.

Pajak Daerah sebagnimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp484.000.000.000,00

(empat ratus delapan puluh empat miliar rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan schesar

Rp91.346.620.760,00 (sembilan puluh satu miliar

tiga ratus empat pulioh enam juta enam ratus dua

puliih ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yvang dipisahkan

sehagmmana dimaksud pada avat (1) huraf ¢

direncanakan schesar Rpl4.324.137.883,00 (empat

belas muliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus

tiga puluh Lujuh ribu delapan ratus delapan puluh

tiga rupiah).

Lain-lain pendapatan asli  Daerah yang sahb

sebagmimana dimaksud pada ayar (1) huruf d

direncanakan sebesar Rpl146.427,.114.901,00

(seratus empat puluh enam miliar empat ratus dua

puluh tujuh juta seratus empat belas ribu sembilan

ratus satu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan  transfer  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 hurul b direncanakan sebesar
Rp1.399,522,088,.246,00 (satu triliun tign ratus
sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh
dua juta delapan puluh delapan ribu dua ratus
empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.  pendapatan transfer pemerintah pusat; dan



b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
scbesar Rpl.213.880.528.000,00 (satu triliun dua
ratus tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh
juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(3] Pendapatan transler antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bhuraf b direncanakan
schesar Rpl85.641.560.246,00 (seratus delapan
puluh lima miliar enam ratus empat puluh satu juta
lima ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh
enam rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan
schesar Rp(),00 (nol rupiah), yang terdin atas:

a. pendapatan hibah;

b,  dana darurat; dan

¢. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 {nol rupiah).

(3] Dana darurat schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b direncanaknn sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7
Anggaran  Belanjn Daernh Taehun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp2.239.295.961.790,00 (dua
triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus
sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu
ribu tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdin
atos:




p e P

(1

(2)

(3]

4

(5)

(6)

belanja operasi;

belanja modal,

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.

Pasal 8
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 hurul a direncanakan sebesar
Rpl1.845.845.287.691,00 (satu triliun delapan ratus
empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh
lima juta dua ratus delapan puluh tajuh ribu enam
ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
belanja pegawai,
belanja barang dan jasa;
belanja bunga,
belanja subsidi;
belanja hibah; dan
belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl a direncanakan sebesar Rp802.388.422,699,00
(delapan ratus dua miliar tiga ratus delapan puluh
delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam
ratus gembilan puluh sembilan rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurafl b direncanakan sebesar
Rp925.322.114.992,00 (sembilan ratus dua puluh
lima miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus
empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua
rupmah).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Belanja  hibah  sebagaimana  dimaksud pada
avat (1)  huruf e  direncanakan  sebesar
Rp80.296.675.000,00 (delapan puluh miliar dua

meas TR




(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah),

Belanju  bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf [ direncanakan sebesar
Rp37.838.075.000,00 (tiga pulubh tujuh miliar
delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh
lima ribu rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagmimana dimaksud
dalam Pasal 7 buruf b direncanakan sebesar
Rp353.450.674.099,00 (tign ratus lima pulih tiga
miliar empat ratus ima puluh juta enam ratus tujuh
puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah),
yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
¢. belanja modal bangunan dan gedung;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
. belanja modal aset tidak berwujud.
Belanja modal lanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul a  direncanakan  sebesar
Rp3.740.662.000,00 (tiga miliar nijuh ratus empat
puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl b direncanakan
sebesar Rp78.033.401.118,00 (tujuh puluh delapan
miliar tiga puluh tiga juta empat ratus satu ribu
seratus delapan belas rupiah).
Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) hurufl ¢ direncanaken
sebesar Rp149.107.288.850,00 (seratus empat puluh
sembilan miliar seratus tajuh juta dua ratus delapan
puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupah).




(5)

(&)

Belanja modal jalan, jaringan, dan ingasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof d
direncanakan sebesar Rpl13.827.738.040,00
(seratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh
tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat
puluh rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf e direncanakan
schesar Rp8.741.584.091,00 (delapan miliar tujuh
ratus empat puluh satu jula lima ratus delapan
puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).
Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp0,00 (ol rupiah),

Pasal 10

Anggaran belanja  tidak terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 hurul ¢ direncanakan sebesar
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

(1)

(4)

(3)

Pasal 11
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah), vang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Belanja bantuan keuangan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayvaan Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan schbesar Rpl17.676.000.000,00 (seratus




=10 =

tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta
rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

()

(5)

penerimaan pembiayaan; dan
pengeluaran pembiayaan,

Pasal 13
Anggaran penerimaan pembiayaan schagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan
sebesar Rpl10.676.000.000,00 (seratus sepuluh
miliar enam ratus tjubh puluh enam juta rupish),
yang terdiri atas:

-@. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
¢, hasill penjualan  kekayaan Daerah  yang
dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman Daerah;
penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah;
dan
[.  penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp110.676.000.000,00
(seratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh
enam juta rupiah).
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).
Hasil penjualan kekayaan Daerah yong dipisahkan
sebaganimana  dimaksud pada ayat (1) hurul c
direncanakan sebesar Rp0,00 {nol rupiah).
Penerimaan  pinjaman  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul d direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).




(6)

(1)

(2)

[3)

(4)

(3]

(&)

- 11 -

Penerimaan kembali pembenan pinjaman Daerah
scbagnimana dimaksud pada ayat (1) hurafl e
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Penerimaan pembiayaan lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf |
direncanakan sebesar Rp0,00 [nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan
sehesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah),
vang terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal Daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatubh

tempo;
d. pemberian pinjaman Daerah; dan
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Pemberian pinjaman Daerah scbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
(nol rupiah).
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana  dimaksud pada ayar (1) hural e
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 15

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rpl103.676.000.000,00 {seratus tiga
miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
Pembiayaan netto yang merupakan  selisih
penerimaan  pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan direncanakan scbesar
Rpl103.676.000.000,00 (sermtus tga miliar enam
ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Pasal 16
Dalam keadaan darurat termasuk  keperiuan
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran  vang belum  tersedia  anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran
2022, dengan tata cara terlebih dahuluy melakukan
perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.
Keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan fatau
¢. kerusakan sarana/prasarana  yang dapat
menggangey kegiatan pelayanan publik.
Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan Dacrah dalam mangka pelayanan
dasar masyarakat yang anggarannyas belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
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Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan

belanja yang bersifat wajib;

pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Dacrah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

pengeluaran  Daerah  lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yvang lebih

besar bagi Pemenntah Daerah dan/atau

masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri

dari:

ﬂ-.

lampiran | ringkasan APBD vang diklasifikasi

menurut  kelompok  dan  jenis
pendapatan, belanja dan pembiaynan;

lampiran Il ringkasan APBD yang diklasifikasi

menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan organisasi;

lampiran [l rincian APBD menurut  urusan

Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan
beserta keluaran kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

lampiran IV rekapitulasi belanja dan kesesuaian

menurut  urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program beserta
hasil, kegiatan beserta keluaran dan
sub kegiatan beserta keluaran;

lampiran V rekapitulasi Belanja  Daerah  untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah  dan  fungsi




214 -

dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;

[, lampiran V] rekapitulasi belanja untuk
pemenuhan standar  pelayanan
minimal;

g lampiran VIl  sinkronisasi program pada rencana
pembangunan  jangka  menengah
Daerah dengan rancangan APBD;

h. lampiran VIIl  sinkronisasi program, kegiatan dan
sub kegiatan pada rencana kerja
pemerintah  daerah  dan  priontas
plafonn anggrran sementara dengan
rancangan APBD; dan

i.  lampiran IX sinkronisasi program prioritas
nasional dengan program prioritas
Daerah.

Pasal 18
Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD  ditctapkan dengan
Peraturan Walikota,

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surnkarta:

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2021
WALIKOTA SURAKARTA,
GIBRAN RAKABUMING RAKA
Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 30 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

T
YANI

LEMBARAN DAERAII KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR ¢

NOREG PERATURAN DAERAHN KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(9-309/2021)




I,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

UMUM

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan APBD
disusun  sesuai  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  urusan
pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Dacrah dan kemampuan
Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD schagaimana dimaksud,
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Dagrah dalam rangka
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tojuan
bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, percncanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Perubahan APBD dan
pertanggungiawaban peloksanaan APBD  setiap tahun  ditetapkan
dengan peraturan daerah,

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun
2022 adalah “penguatan perekonomian daerah melalui secktor
pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan
lokal”. Dengan memperhatikan Pasal 89 Pernturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 rentang Pengeloladn Keuangan Daerah, tema Rencana
Kerja Pemerintah Daerab tersebut diterjemahkan ke dalam program
dan kegiatan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas doan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedomian Penyusunan APBD
Tahun 2022, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2022,

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas,



Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas,

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas,

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Culcup jelas.

Pasal 19
Culkup jelas, "
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Lampiran 1
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PEMDAPATAN DAN BELAMIA DAERAN
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2002
URAYAN JUMLAN
2 3
4 PENDAPATAN DAERAH 2.135.619,961. 790,00
4y PENDAPATAN ASLI DAERAN (PAD) 76057 8IL5M 50
“um Pajek Daeeah 484 000000 (100,00
aum Retrious Daeran S1346.620,760,00
4103 Vi Peoigepoladd Knkoysid) Dueiah g Dipaanian 1L N7 AR, 00
4000 Larv-laainy PR yang Sah 146.477.114.901.00
12 PENDAPATAN TRANSFER 1,996 522088 246,50
&30 Fpndapetin Transtsr Pemarintah Fosst L2130 50, 000 00
400 Perinckapatin Trasgber Ankar Dosrah Iﬁ.ﬂl.mml
5 BELANIA DAERAN 2 195 95 G681 . L D0
£l BELAMIA OPERAST 1.045.895 297.681,00
101 Belanja Pogaival B2 WS 420 699,00
w10 Herlarnjs Erang dan Jsa 25 12,114 952.00
108 Sicartjn Hiaah 50,255 67%,000,00
% 4.0 Holanga Buntian Sosl) Y2538, 00% 000,00
52 BELANIA MODAL 153 4%0.674.099,00
s201 Belanjs Madal T ansh 1740 652.000,00
520 Balarja Modal Peratatian dun Mesin U033 401.118,00
5200 Belarsjs Mool Godurng dam Rasyjunan £49. 107, 2098 0, 60
$2.04 Delirsn Mockl Jaton, Sarivgn, dan trkphel LUNART. 730 040,00
£21.08 Baolamja Medil Rset Teliy Lalvya B AL SS0FLEO
53 BELANIA TIDAK TERDUGA 40000000000,
s101 Bt Tickak Terdiga 40,0040, 000,000,050
s |
SURPLUS | (DEFISIT) | (10076000, 000,00) |
3 PEMBIAYAAN DAERAN B Erfamimo_u
i PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1403 67%. 000, 000,00
LT Sica Lebih Perhitungain Anggadai Tahin Sebelemitgs 110,676 000, 000,00
6 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7,000,000,000.00
620 Petyertaan Modal Caerah 2.000).000,000.90
200 Pamibsayaean Cicllon Pokok Liteeey yaog letulh Temgo .00
PEMBIAYAAN NETTO 4E13.676.000,000,00 |
SISA LESIN PEMBLAYAAN ANGGARAN TANUN BERKENAAN 0,00
Tuiranarta, Y0 November 1021
rwnnlun SURAKARTA
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KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN DELANIN
| QFERAS] I HOBAL TIDAM TRt GE TRANSFER SUMLAK BELAMEL
1 B 2 [ 3 4 ] 6
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 4,099, 758.330,00 67.500.500,00 0,00 .00 A.167.258.330,00
B0 KESATUAM BANGSA DAN POLITIN T Tl.ﬂél-ﬂ.-m_m---‘,l:;{‘ =TT R 0,00 0ol 4167258.330,00
_ P [ : . S| S | | .

B0 00000000 | MANTOR KESATUAN BANGSA SaN BOLITIN Bon 4.095,758.330,00 £7.500.000,00 &,CIJ 6,00 4.167.258,7%0,00

JUMLAH L 135.419.96], 790,00 1:BA5 55 207,091, IS 450,60, 099,00 48,000, 500,000, 00 0,00 2239295 58] 730,00

SURPLUS | (DEFISTT) { L0 BT 000.000,00)
KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH ERIE VRN SILPA TAR
PENERIMALN } PENGELUANAN PEMNLAYAAN NETTO
1 2 ’ | 3 4 5 6
5 UNSUS! PENUNIANG URLISAN 11U 57 000, 60,00 7.000.000,000, 163,676, 000.000,00
PEMESLINTAHAN
o KEUANGAN 140.676,000,000.00 7.900.200,900, =it A |
SiZofono00s | BADAN PENDAPATAN, PENGELDLAAN HOEA000.00000]  7.000.000.000,K iGeTe o oon 00 e —————
KELIANGAN DAN ASET DAEHAN
SISA LEBTH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAMUN ANGEARAN BERKENAAN B0l
Surakarta, M0 Nowerniser 2021
r WALIXOTA SURAKARTA
& GIERAN RAKABUMING uu"g"
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v URATAN URLISAN, ORGANISASL TENES RELANIA
PROGRAM DAN KEGIATAN opeRASI | MODAL T TIDAK TERDUGA TRANSFER e
1 2 3 } a 5 6 7=31+445+6

Sirsimits: I Movcinbek 20|
0 WALIKOTA SURAKARTA
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KELOMPOK BELAMIA ]
KGDE ANCATAN OPERAST [ MOTAL TIDAK TERDUGA TRANSTER e
1 3 3 '} = & T=3444546
052 T 200 Permpdisen Layanan Bag arak wrg 141 TR, 0 & 004 o3 143, 755,000, 00
Ihisrmey| Uk Pesfinichinginn Whusis yany
et kan Raogines Tingiat Daosah
Wbstinbirysiees .
Pttt Lisyimturs g Ak yang
Mt k= Perfirtongnn Khuses Tingemt
il Kadiuapateri/ Keta
105 Parfindungan Sasial talnmys X046, 172 104,00) L A0E 000,00 0l - 43057210400
JLH0T UHLESAN PEMERINTARAN WAlS YANG BEULAITAY =3 SO0 nog
DENGAN FEATANGN DASAT V2SR = o 0,00 2FRASLEN.00
11,8004 06 SinanG sosa $7IAGLA00.00 Les. 450 308 0 i P T7HBE) Bob o
11901 6647 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 173.452.800,00 105.4000000,00 0,00 u,00 F78.862.800,00
PAHTAWAN ; == o
1190, 10607 2.0 Peraiifaaan Taman Maksrn Petier 173462000 08 165.400.900,0 a0 nas | 478.082.500,00
S ] URLSAN PERERINT AdiAN FEINAN UBOCTn 4, by 0o 0,00 R 159,708 304 bty
ILGne FILOMNG TRAKSH|ERASS 150,700,304, neo 040 0,00 158,705.304.00 |
LRI BEOGEAM PEMEANELINAN KAWASAY 150, TR 04,00 00 0,00 0,00 150, 70530550
TRANSMIGRAS] — — -
AWM L ——— LE0.T6A.304,00 e K9 216 150785 304,00
Serasal o | (esh) Cantsh KabspatunyKin
245 445 207 597 ) BLAY €72 099 %) 42.000.963,000,06 | 0.0 299,295 961, TR0.00
Surzkari, 30 Movermber 3021
f WALINOTA SURAKARTA
H.l'!_mm a
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
REKAPITULAST BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

TAHUN ANGGARAN 2022
HD JENIS PELAYANAN DASAS KEGIATAN JUMLAN
(Rp)
(1) () (3) [4)
2 Rehabilitasl Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti
1 0508 201 Fighabilltasi Sossl Ducar Pewiindang Dsabilites Terlanir, Ak Terluna |ssjul Usis &5, 455 00 00
Tarkmtar, serts Gelandangen Pergoms 0 L Panti Sos)
3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut  Usia Terlantar Diluar
Panti B
10003 54 Eghatilitas Soeial Dicar Patyandang Disshilris: Terlarter, Asge Testantse, (st Lsia 1 and O AOG ne
Terantar, s=Ta Gelardlingss Peogemis ) Liar Partl Sosial
4 Rehabllitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya
Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti
L0043 8} Wefiobilbos Socsl Dnsar Peryandang Daabitas Yerlarmar, Ankk Toviantsr, Uit Uss A7, A4 i
Tertevat, @ CElgncmgen Pongame di Loae Panh Sosinl
5 | Perlindungan Dan Jaminan Sesial Pada Saat Tanggap &
Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota -
1002 B8 Pupifiracharioeen Gomial Koe bt Betrecwia Aluv laei Sl Kb ipsbnry) Kisia 21,587, 501.00
| JUMLAW ALOKAST ANGGARAN UNTUK SPM BIDANG SOSIAL 2,149, %87,500.00
TOTAL PAGU IR6.025.517,.290.05
Sarmranm, 39 Nowemper 205
rwumun SURAKARTA
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPIJMD DENGAN APBD

TRALIN ENGGARAN NO32
HODE URAIAN RPIMD (Rp) APBD (Rp)
1 S 3 4
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK o o B 1,704,450,000.00 | 1,522,806,111.00
8.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEDLOGT PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 204,950,000 50 121,596, 100.00
B.B.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAL POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALLI PENDIDIKAN 1,008, 5600, 00,04 1089527, 415,00
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETTKA SERTA BUDAYA POLITIK
8.08.01. 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISAS] KEMASYARAKATAN 100,000,000.90 71, 5M83100
8.8.01.05 PROGRAM BEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN 00,000,000.00 153 552,065,100
BLUDAYA
8. B.01. 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS 1000, 10010010110 B, 726.500.00
DAN FASTLITAS] PENANGANAN KONFLIK SOSTAL
Total 1,581.943,053,821.46 2,230,295 561, 150.00

Surakarts, 30 November 2021
[ WALIKOTA SURAKARTA
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGRARAN 2072

Kook ] URATAN [ MEPD (BEp) l

PPAS (Rp) | AFED (Rp)

1 2 3 4 5

—— ———

raknita, 30 Novermber 2021
WALIKOTA SURAKARTA
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

{ ! Alokasi Angyaran Selans Datam APBD
| no | Priciitas | Privgrmen SAPD : Jumlak (Rp)
Nasional Petansana I 7 |
| | Belanja Dperani | Belanin Modal (Rp]  Belanja Tidak Belanja
| ! l - (Rp) | Terduga (Rp) Transfer (Rp)
| m | (2 i (3 ) 5) . () l 53 (8 )
|r — TOTAL PAGU L BT L | 'Illl'l-lb'l'l'l.ﬂ‘l--‘f LU PSS R0 3R —_ _l.l.l LA asa L POl
' Sorphiarty ¥ Newssiyer 20001
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELAS JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

-+
Urusan Pomerintahan L e
Organisasi

THHUN AAGEIRAY 3053
LN PEMERINTAHAN UMUS-EESATIMAN BANGSS Dan POLITIK
: BOL.0-00,0-00.01 Kantor Risatuan Bonge dn Polos
KODE
REXE LRALAN JUMLAM DASAR HUKUM
1 2 3 4
801 #-01.0-000-00.01 06 PROGRAM PENINGHATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN ME&M
EUALITAS
DAN FASILTTAS] PENANGANAN KOMFLIN SOSIAL
man R=01.0-00,0-00,00 hm r;mm Knbijahan  Tukns don Prlploahisen Penantagan Kesopecdnen hesnal R, 7 w0 g
Penangarar Kok Soss
iEl  EOLD-O0OMO001  hENLDe.5 PESINEZraan Koordinas O Bidang Kewvassscasn Ditl, Ketissarma Tnbsiljon, Pefmiattaien 81,716,300 00
Crarg Ading, Tinags e Aong da= Lomieg Ades, Komdtiemaan Faetasn Arts
gauml. Fapdtni Kpler=hagaan foong Kewasartien, sorta Fesahgsan Kanfi di
perah
Bl BO10-000-000 te201De 5. 1 BEANIA DFERAS] B 7650000
f01 &00.0-D00-00.00 EI0E.5, 1.2 Belarjin Sseang don 81,738, 900.00
SURPLUS | (DEFISIT) (4,304,793 455.00)

Suralitn, 30 Noweniber 7022
WALIKOTA SURAKARTA
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